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Abstrak 

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis keragaan relatif tingkat perkembangan desa di Kabupaten 

Bondowoso sehingga dapat ditentukan peringkat pemukiman atau wilayah dan kelembagaan atau fasilitas 

pelayanan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa wilayah yang memiliki ranking tertinggi adalah lokasi yang 

dapat menjadi pusat pelayanan. Metode skalogram adalah dengan penentuan Indeks Perkembangan Desa (IPD). 

Model analisis inilah yang digunakan dalam penelitian ini. Penghitungan IPD dilakukan dengan melakukan 

faktor koreksi untuk setiap data yang digunakan. Faktor koreksi antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, 

jumlah rumahtangga atau dilakukan invers pada variabel tertentu. Analisis skalogram ini didasarkan pada 

fasilitas yang dimiliki desa. 

Hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa : Kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Bondowoso mempunyai 

beberapa klasifikasi perkembangan desa yang menunjukan terdapat adanya kegiatan pembangunan yang belum 

merata di  perdesaan, yaitu : (a). Keragaan relatif tingkat perkembangan desa di Kecamatan Tamanan dengan 

potensi ekonomi kreatif menghasilkan tiga hierarki, yaitu (1). Kelompok Hierarki I (Desa Tamanan, Sukosari 

dan Wonosuko), (2). Kelompok Hierarki II (Desa Karangmelok, Kemirian, dan Sumberkemuning) dan (3). 

Kelompok Hierarki III (Desa Mengen, Sumberanom dan Wonosuko). (b). Keragaan relatif tingkat 

perkembangan desa di Kecamatan Wonosari dengan potensi agribis padi organik menghasilkan tiga hierarki, 

yaitu (1). Kelompok Hierarki I terdiri dari (Desa Wonosari, Desa Traktakan dan Desa Sumberkalong), (2). 

Kelompok Hierarki II terdiri dari (Desa Kapuran, Desa Pasarejo, Desa Tumeng, Desa Lombok Kulon dan Desa 

Lombok Wetan) dan (3). Kelompok Hierarki III terdiri dari (Desa Tangsil Wetan, Desa Jumpong, Desa 

Pelalangan dan Desa Bendoarum).(c). Keragaan relatif tingkat perkembangan desa di Kecamatan 

Sumberwringin dengan potensi agribis kopi rakyat menghasilkan tiga hierarki, yaitu (1). Kelompok Hierarki I 

terdiri dari (Desa Sumbergading), (2). Kelompok Hierarki II terdiri dari (Desa Sukorejo dan Desa 

Sukosarikidul) dan (3). Kelompok Hierarki III terdiri dari (Desa Tegaljati dan Desa Rejoagung) dan (d). 

Keragaan relatif tingkat perkembangan desa di Kecamatan Binakal dengan potensi agroindustri tape dan ikan 

air tawar menghasilkan tiga hierarki, yaitu (1). Kelompok Hierarki I (Desa Sumbertengah dan Bendelan), (2). 

Kelompok Hierarki II (Desa Jeruk Soksok, Binakal dan Baratan) dan (3). Kelompok Hierarki III (Desa 

Gadingsari, Sumber Waru, Kembangan). 

 

Kata Kunci : Perencanaan, Kawasan Perdesaan dan Berbasis Potensi. 

 

Abstract 

This study aimed to analyze the relative level of development of keragaan village in Bondowoso so it can be 

determined the rankings of localities or regions and institutional or on-site service. The assumption is that the 

area that has the highest rank is the location can become the center of the Ministry. the method skalogram is 

with the determination of the index of development of village (IPD). It is this analysis of the model used in this 

study. Counting of IPD is performed by doing the correction factors for any data used. Correction factors, 

among others, area, population, number of household or done the inverse on the specific variables. Analysis of 

skalogram is based on facilities belonging to the village. 

The results of this study explain that: rural area in the region of Bondowoso has several classifications of the 

development of the village showed there is a presence of development activities that have not been evenly 

distributed in rural areas, namely: (a) the relative level of development of Keragaan village in Tamanan Sub 

creative economy with the potential to produce three hierarchies, i.e. (1). Group I consists of the Hierarchy (the 

village of Tamanan, village of Wonosuko Village and Sukosari), (2). Group II consisted of Hierarchies 

(Karangmelok Village, Kemirian Village, and Sumberkemuning Village) and (3). Group III consists of the 

Hierarchy (the village of Mengen, Sumberanom Village and Wonosuko Village). (b) the relative level of 

development of village Keragaan in District School with the potential to produce organic rice agribis three 

hierarchies, i.e. (1). Group I consists of the Hierarchy (the village School, the village of Traktakan and the 

village of Sumberkalong), (2). Group II consisted of a hierarchy (the village of Pasarejo Village, Kapuran, 

village Tumeng, village of Kulon and Lombok Lombok Wetan Village) and (3). Group III consists of a 
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Hierarchical (Tangsil Wetan Village, Jumpong Village, Pelalangan Village and Bendoarum Village). (c) the 

relative level of development of Keragaan village in Sumberwringin Sub agribis people's coffee with the 

potential to produce three hierarchies, i.e. (1). Group I consisted of a hierarchy (village Sumbergading), (2). 

Group II consisted of a hierarchy (the village of Sukosarikidul and the village of Sukorejo) and (3) Group III 

consists of a Hierarchy (the village of Tegaljati and the village of Rejoagung), and (d). The relative level of 

development of Keragaan village in Binakal sub district with the potential of agro-industries and freshwater 

fish tape produced three hierarchies, i.e. (1). Group I consists of the Hierarchy (the village of Sumbertengah 

and the village of Bendelan), (2). Group II consisted of a hierarchy (the village of Binakal, village Soksok 

Oranges and Baratan Villages) and (3). Group III consists of the Hierarchy (the village of Gadingsari, village 

Resources Waru village of Kembangan).   

 

Keywords : Planning, Rural Area and Potential Basic. 

 

 

Pendahuluan 

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa 

depan dengan kondisi perekonomian daerah yang 

semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih 

demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih 

belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang 

dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui 

bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi 

kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah 

dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. (Bappenas, 

2012). 

Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan 

serta kemiskinan di pedesaan telah mendorong 

upaya-upaya pembangungan di kawasan pedesaan. 

(Djakapermana, 2003:4).  

Kebijakan pembangunan perdesaan selama ini 

disusun dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat perdesaan dan 

mempercepat industrialisasi perdesaan. Dalam kaitan 

tersebut Pradhan (2003) menyatakan bahwa 

pembangunan perdesaan hanya dapat 

berkesinambungan apabila fasilitas prasarana dan 

sarana yang tersedia dapat menstimulasi serta 

mendorong aktivitas produksi dan pasar di wilayah 

perdesaan. Perdesaan sebagai pemasok hasil produksi 

pertanian dalam bentuk produk-produk primer harus 

didorong menjadi desa-desa yang mampu 

menghasilkan bahan olahan atau industri hasil 

pertanian sehingga menjadi kawasan pertumbuhan 

ekonomi lokal (Gamma Epsilon, 2014). 

Penyusunan kebijakan pembangunan pedesaan secara 

umum dapat dilihat dalam tiga kelompok yaitu : (1) 

Kebijakan secara tidak langsung diarahkan pada 

penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan 

setiap upaya pembangunan pedesaan yang 

mendukung kegiatan sosial ekonomi, seperti 

penyediaan sarana dan prasarana pendukung (pasar, 

pendidikan, kesehatan, jalan, dan lain sebagainya), 

penguatan kelembagaan, dan perlindungan terhadap 

aktivitas sosial ekonomi masyarakat melalui undang- 

undang. (2) Kebijakan yang langsung diarahkan pada 

peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. 

(3) Kebijakan khusus menjangkau masyarakat 

melalui upaya khusus, seperti penjaminan hukum 

melalui perundang-undangan dan penjaminan 

terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat 

(Haeruman, 1997:11). 

Menurut Kurnia (1999), upaya untuk melakukan 

modernisasi dan penguatan ekonomi perdesaan 

adalah melalui dukungan penyediaan infrastruktur 

perdesaan seperti jalan, listrik, air bersih dan 

prasarana kegiatan ekonomi lainnya. Dalam 

prakteknya, proses pembangunan perdesaan yang 

dilaksanakan selama ini belum berhasil mencapai 

tujuan tersebut, bahkan disisi lain telah menimbulkan 

berbagai permasalahan baru berupa kesenjangan 

antar kota dan desa, yaitu perbedaan tingkat 

kesejahteraan yang menyolok antara wilayah 

perdesaan dan perkotaan. Hal tersebut selaras dengan 

pernyataan Mubyarto (2004), bahwa kesenjangan 

antara sektor industri dengan sektor pertanian itu 

tampak pada kesenjangan kota – desa. 

Pembangunan industri, yang sebagian besar terletak 

di perkotaan, tumbuh pesat selama hampir 30 tahun. 

Sebaliknya, pembangunan sektor pertanian dan 

industri olahannya , yang hampir seluruhnya berada 

di daerah perdesaan, sangat lambat pertumbuhannya. 

Sektor pertanian merupakan suatu sistem yang 

menyeluruh dimana terkait dengan produsen dan 

konsumen. Sistem ini terkait dengan sub sistem 

proses penyimpanan, pengolahan hasil, produks i dan 

pemasaran (CIDA, 2003). Berkembangnya kawasan 

kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ternyata tidak 

memberikan efek penetesan ke bawah (trickle down 

effect), tetapi justru menimbulkan efek pengurasan 

(back wash effect) sumberdaya dari wilayah 

perdesaan ke wilayah perkotaan, serta efek urbanisasi 

secara cepat. 

Zeng dan Sui (2011) menyatakan bahwa hal tersebut 

merupakan fenomena yang umum terjadi diberbagai 

negara yang sedang berkembang di dunia. 

Pembangunan perdesaan melalui pengembangan 

berbasis agribisnis diharapkan dapat memberikan 

solusi yang tepat untuk mengatasi dan menjawab 

berbagai permasalahan tersebut. Pernyataan ini 

sejalan dengan konsep yang dikembangkan oleh 

Friedman dan Douglas (1975). Bahkan keduanya 

menekankan pentingnya pendekatan berbasis 

agribisnis dalam pengembangan pedesaan di kawasan 

Asia dan Afrika.  



             Herman Cahyo Diarto., Perencanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Potensi di ... 3 

 

Journal Ekuilibrium, 2017, Volume II (1) : 1-9 

Pengembangan kawasan perdesaan berbasis pada 

potensi wilayah merupakan hal penting karena nilai 

tambah dari semua rangkaian produksi pertanian 

tercipta pada subsistem budidaya, pemasaran dan 

pengolahan atau agroindustri pedesaan dapat menjadi 

fase transisi menuju tranformasi struktural pertanian 

keproduksi pertanian sesungguhnya.  

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu 

kabupaten yang mengembangkan konsep 

pembangunan perdesaan yang berbasis pada potensi 

desa sebagai salah satu pendekatan dalam memacu 

pembangunan dan pengembangan wilayah desa. 

Dilihat dari potensi sumber daya alam dan wilayah, 

Kabupaten Bondowoso memiliki potensi yang layak 

dikembangkan bidang pertanian, perikanan dan 

peternakan. Dalam upaya mempercepat pertumbuhan 

dan pengembangan wilayah perdesaan maka 

pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso 

mempunyai perencanaan strategis untuk memacu 

perkembangan wilayah perdesaan melalui sasaran 

utama yang meliput : (1) Pengembangan pertanian 

yang berbasis potensi wilayah, dan (2). 

Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan sasaran 

kawasan pedesaan melalui sektor agribisnis yang 

berkelanjutan. 

Metode 

Rancangan atau Desain Penelitian 

Analisis skalogram digunakan untuk mengetahui 

keragaan relatif tingkat perkembangan desa di 

Kabupaten Bondowoso. Dengan Analisis skalogram 

ini dapat ditentukan peringkat pemukiman atau 

wilayah dan kelembagaan atau fasilitas pelayanan. 

Asumsi yang digunakan adalah bahwa wilayah yang 

memiliki ranking tertinggi adalah lokasi yang dapat 

menjadi pusat pelayanan. Berdasarkan analisis ini 

dapat ditentukan prioritas pengadaan sarana dan 

prasarana disetiap unit wilayah yang dianalisis.  

Jenis dan Sumber Data 

Variabel yang digunakan dalam metode skalogram 

ini bersumber dari data PODES 2013. (BPS, 

Republik Indonesia, 2014). Variabel-variabel 

tersebut mewakili berbagai sumberdaya yang dimiliki 

setiap desa yaitu : sumberdaya-sumberdaya alam 

(SDA), sumberdaya buatan (SDB), dan sumberdaya 

manusia (SDM).  Sesuai dengan data yang tersedia, 

indikator kualitas SDA didekati dengan variabel-

variabel operasional sebagai berikut: (1) Kepadatan 

penduduk (jumlah penduduk per luas desa) dan (2) 

Posisi desa dalam tata ruang wilayah (jarak pusat 

desa yang bersangkutan kepusat kecamatan yang 

membawahi, jarak fasilitas pendidikan dan kesehatan 

dari pusat desa, jarak pusat desa ke sarana 

komunikasi dan sarana perekonomian).  

Metode Analisis Data 

Menurut Priyanto (2010) bentuk lain yang 

merupakan modifikasi dari metode skalogram adalah 

dengan penentuan Indeks Perkembangan Desa (IPD). 

Model analisis inilah yang digunakan dalam 

penelitian ini. Penghitungan IPD dilakukan dengan 

melakukan faktor koreksi untuk setiap data yang 

digunakan. Faktor koreksi antara lain luas wilayah, 

jumlah penduduk, jumlah rumahtangga atau 

dilakukan invers pada variabel tertentu. Analisis 

skalogram ini didasarkan pada fasilitas yang dimiliki 

desa. Selanjutnya dilakukan standarisasi dengan nilai 

minimum dan nilai standar deviasinya. Model untuk 

menentukan IPD suatu wilayah atau pusat pelayanan 

adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan:  

IPDj = Indeks Perkembangan Desa    

   ke-j  

I′ij  = Nilai indikator perkembangan  

ke-i terkoreksi/terstandarisasi    desa ke-j  

Iij  = Nilai indikator perkembangan  

   ke-i desa ke-j  

Ii min = Nilai indikator perkembangan  

   ke-i terkecil  

SDi  = Standar Deviasi indikator  

              perkembangan ke-i 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil  

Analisis keragaan perkembangan perdesaan 

menggunakan data sekunder yang merupakan 

pengolahan data Sensus Potensi Data (PODES) 2013 

yang merupakan PODES terkini yang dilaksanakan 

BPS. Dalam PODES 2013 dikumpulkan informasi 

keberadaan, ketersediaan dan perkembangan potensi 

yang dimiliki setiap wilayah administrasi 

pemerintahan yang meliputi : sarana dan prasarana 

wilayah serta potensi ekonomi, sosial, budaya dan 

aspek kehidupan masyarakat lainnya untuk berbagai 

keperluan yang berkaitan dengan perencanaan 

wilayah di tingkat nasional dan daerah (BPS, 2014).  

Analisis terhadap keragaan perkembangan perdesaan 

menggunakan metode analisis skalogram yang 

bertujuan untuk mengetahui keragaan relatif tingkat 

perkembangan perdesaan di Kabupaten Bondowoso. 

Dengan analisis skalogram ini dapat ditentukan 

peringkat kawasan perdesaan atau wilayah dan 

kelembagaan atau fasilitas pelayanan. Model analisis 

inilah yang digunakan dalam penelitian ini. 

Penghitungan IPD dilakukan dengan melakukan 

faktor koreksi untuk setiap data yang digunakan. 

Faktor koreksi antara lain luas wilayah, jumlah 

penduduk,  jumlah rumah tangga atau dilakukan 

invers pada variabel tertentu. Analisis skalogram ini 

didasarkan pada fasilitas yang dimiliki desa. 
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Selanjutnya dilakukan standarisasi dengan nilai 

minimum dan nilai standar deviasinya.  

Model untuk menentukan IPD suatu wilayah 

perdesaan adalah sebagai berikut: 

a. Hierarki I (Tingkat Hierarki Tinggi) : nilai indeks 

> (2 x Stdev) + nilai rataan  

b. Hierarki II (Tingkat Hierarki Sedang) : nilai indeks 

antara nilai rataan dengan (2 x Stdev) + nilai rataan  

c. Hierarki III (Tingkat Hierarki Rendah) :nilai 

indeks < nilai rataan  

Indikator sumber daya buata (SDB) didekati dengan 

variabel-variabel operasional sebagai berikut :  

1. Fasilitas pendidikan dan keterampilan (jumlah 

TK, SD, SMP, SMA, lembaga keterampilan per 

jumlah penduduk),  

2. Fasilitas kesehatan (jumlah puskesmas, 

puskesmas pembantu, apotik, praktek 

dokter/bidang per jumlah penduduk)  

3. Fasilitas peribadatan (jumlah 

masjid/surau/langgar/gereja/kapel/wihara per 

jumlah penduduk)  

4. Fasilitas perekonomian (jumlah industri kecil dan 

makro, minimarket, toko/warung, warung 

makan/restoran, koperasi)  

Indikator kualitas sumber daya manusia (SDM) 

didekati dengan variabel-variabel operasional sebagai 

berikut :  

1. Kuantitas penduduk (persentase rumahtangga 

tani)  

2. Kesehatan (jumlah tenaga kesehatan yang 

menetap per jumlah penduduk, invers persentase 

penderita gizi buruk)  

3. Daya beli (invers persentase rumahtangga 

penerima BLT, invers banyaknya surat 

keterangan miskin yang dikeluarkan desa per 

jumlah penduduk)  

4. Keamanan (jumlah tenaga keamanan/Linmas per 

jumlah penduduk)  

5. Aksesibilitas informasi (persentase rumah tangga 

yang berlangganan telepon kabel).  

6. Partisipasi masyarakat (jumlah lembaga non 

profit seperti: Organisasi Kemasyarakatan, 

lembaga agama, lembaga pengajian, LSM dll.)  

Hasil analisis terhadap variabel keragaan 

perkembangan perdesaan salah satunya 

menghasilkan skor setiap desa. Tujuan dari analisis 

kelompok ini adalah untuk membuat pengelompokan 

(clustering) perkembangan desa di Kabupaten 

Bondowoso serta mempelajari karakteristik masing-

masing kelompok perdesaan. Data perkembangan  

kawasan perdesaan  di Kabupaten Bondowoso secara 

spasial g terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok. Pola 

penyebaran perkembangan perdesaan yang termasuk 

kelompok I dan II memiliki tingkat perkembangan 

maju dan sedang pada umumnya berada di tengah 

kawasan pusat administrasi kecamatan yang 

merupakan kawasan yang mempunyai aksesbilitas 

yang lebih baik di Kabupaten Bondowoso. Dengan 

memiliki aksesibilitas yang cukup baik akan 

memudahkan masyarakat perdesaan dalam 

melakukan aktifitas menuju pusat-pusat pelayanan 

publik dan kegiatan ekonomi.  

Bentuk perencanaan pembangunan perdesaaan yang 

berbasis pada potensi wilayah juga menjadi arah dan 

tujuan dalam pembangunan perdesaan di Kabupaten 

Bondowoso.  Penerapan bentuk  perencanaan 

pembangunan perdesaan dilakukan di wilayah 

Kabupaten Bondowoso dilakukan berbasis wilayah. 

Kluster wilayah terhadap pembangunan kawasan 

perdesaan berbasis potensi wilayah sebagai berikut : 

(1). Kluster Wilayah Perdesaan Berbasis Ekonomi 

Kreatif, (2). Kluster Wilayah Perdesaan Berbasis 

Agribisnis dan (3). Kluster Wilayah Perdesaan 

Berbasis Agroindustri. 

Pembahasan 

1. Wilayah Perdesaan Berbasis Potensi Ekonomi 

Kreatif Batik di Kecamatan Tamanan 

Kabupaten Bondowoso 

Hasil analisis terhadap variabel keragaan 

perkembangan perdesaan salah satunya 

menghasilkan skor setiap desa. Tujuan dari analisis 

kelompok ini adalah untuk membuat pengelompokan 

(clustering) perkembangan desa di Kecamatan 

Tamanan Kabupaten Bondowoso yang mempunyai 

basis potensi wilayah ekonomi kreatif berbentuk 

Batik Tamanan. Data perkembangan kawasan 

perdesaan  di Kecamatan Tamanan Kabupaten 

Bondowoso terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang 

dijelaskan pada tabel dibawah. 

 

Tabel 1. Tabel Kategori Perkembangan Desa di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso 

No Nama Desa Kategori Perkembangan Desa 

1 Tamanan, Sukosari, Wonosuko Kelompok  Hirarkhi ke I 

2 Karangmelok, Kemirian, dan 

Sumberkemuning 

Kelompok Hirarkhi ke II 

3 Mengen, Sumberanom dan Wonosuko Kelompok Hirarkhi ke III 
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Perkembangan perdesaan yang termasuk kelompok I 

dan II memiliki tingkat perkembangan maju dan 

sedang pada umumnya berada di tengah kawasan 

pusat administrasi kecamatan yang merupakan 

kawasan yang mempunyai aksesbilitas yang lebih 

baik di Kabupaten Bondowoso. Adapun kawasan 

perdesaan yang masuk pada keolompok keragaan III 

adalah desa yang memiliki tingkat perkembangan 

rendah. 

Karakteristik kelompok keragaan perkembangan 

perdesaan I dan II ini ditandai dengan tingkat 

kesejahteraan penduduk paling tinggi dibanding 

kelompok keragaan  III, jumlah sarana pendidikan 

dan kesehatan memadai yang dapat dilihat dari 

jumlah sekolah SD, SMP dan SMA serta Puskesmas 

yang cukup, sarana ekonomi yang perlihatkan 

melalui jumlah industri kecil/mikro dan pertokoan 

yang lebih memadai dibanding yang lainnya, kualitas 

lingkungan paling baik yang ditandai persentase 

keluarga yang tinggal dilingkungan kumuh lebih 

kecil dibanding kelompok III, serta partisipasi 

masyarakat paling tinggi yang dapat dilihat dari 

jumlah lembaga non profit (organisasi 

kemasyarakatan, sosial, ekonomi dan agama) lebih 

banyak dibanding kelompok III, selain itu akses 

terhadap pusat pemerintahan dalam hal ini kantor 

camat cukup baik.  

Kawasan perdesaan yang masuk pada keolompok 

keragaan III adalah desa yang memiliki tingkat 

perkembangan rendah. Adapun ciri-ciri dari 

kelompok ini berdasarkan hasil analisis kelompok 

antara lain: tingkat kesejahteraan penduduk yang 

belum merata, sarana ekonomi kurang memadai 

dibanding lainnya, kualitas aksesbilitas infomasi dan 

komunikasi terbatas, kesehatan lingkungan keluarga 

di lingkungan kumuh yang paling tinggi, dan 

partisipasi masyarakat lebih rendah dibanding 

lainnya serta akses terhadap pusat pemerintahan 

paling rendah.  

Hasil dari analisis skalogram terharap perkembangan 

perdesaan yang berbasis potensi ekonomi kreatif 

Batik Tamanan di Kecamatan Tamanan di Kabupaten 

Bondowoso, yaitu : 

1. Hierarki I, merupakan wilayah peredesaan dengan 

tingkat perkembangan maju. Wilayah ini 

dicirikan oleh indeks perkembangan desa paling 

tinggi dan ditentukan oleh jumlah ketersediaan 

sarana dan prasarana yang cukup memadai, 

terutama sarana pendidikan (sekolah TK, SD, 

SLTP, SLTA), sarana dan tenaga kesehatan 

(jumlah puskesmas, puskemas pembantu, apotik, 

tenaga kesehatan yang menetap di desa dan 

sebagainya), sarana komunikasi, sarana 

perekonomian (industri kecil/makro, pasar 

permanen, minimarket, koperasi dan lainnya), 

kualitas pemukiman (invers pemukiman kumuh), 

jarak dari masing-masing wilayah terhadap pusat 

pelayanan relatif dekat sehingga untuk mengakses 

kepusat pelayanan tersebut menjadi lebih mudah, 

serta tingkat kesejahteraan masyarakat setiap 

desa. Kelompok kategori yang masuk dalam 

hierarkhi I dapat dilihat pada Tabel 1.  

Pada umumnya desa yang termasuk dalam 

hierarki I selain memiliki sarana dan prasarana 

yang lengkap dibanding hierarki II dan III, 

mempunyai lokasi dekat pusat administrasi 

kecamatan, tingkat kesejahteraan masyarakat 

tinggi dan aksesibilitas yang baik.  

2. Hierarki II, termasuk Wilayah dengan tingkat 

perkernbangan sedang. Pada hierarkhi II 

ditunjukkan oleh tingkat sarana dan prasarana 

yang tersedia di wilayah tersebut lebih sedikit 

dari hierarki I dan jarak dari masing-masing 

wilayah terhadap pusat-pusat pelayanan agak 

lebih jauh dari hierarki I. Kelompok kategori 

yang masuk dalam hierarkhi II dapat dilihat pada 

Tabel 1.  

Desa-desa pada hierarki II memiliki tingkat 

kehidupan relatif kurang maju dibanding dengan 

desa-desa yang ada pada hierarki I terutama 

terkait dengan aspek budaya. 

3. Hierarki III, termasuk Wilayah dengan tingkat 

perkembangan rendah. Pada hieraki III 

ditunjukkan oleh tingkat sarana dan prasarana 

yang tersedia di wilayah tersebut relatif sangat 

kurang dan jarak dari masing-masing desa 

terhadap pusat-pusat pelayanan relatif jauh 

sehingga untuk mengakses ke pusat-pusat 

pelayanan relatif lebih sulit dibanding dengan 

desa-desa yang ada pada hierarki I dan II. 

Kelompok kategori yang masuk dalam hierarkhi 

II dapat dilihat pada Tabel 1.  

Berdasarkan peta penyebaran perkembangan 

kawasan perdesaan di Kecamatan Tamanan terlihat 

adanya pola penyebaran. Kawasan perdesaan yang 

termasuk dalam kategori perkembangan kurang maju 

(hierarki III) umumnya berada di ujung selatan  

Kabupaten Bondowoso. Penyebaran kawasan 

perdesaan yang termasuk hierarki II tidak 

menunjukkan pola yang jelas, dengan kata lain 

beberapa desa di Kecamatan Tamanan Kabupaten 

Bondowoso  menyebar secara spasial di semua 

wilayah di Kecamatan Tamanan. Selanjutnya 

terdapat tiga kawasan perdesaan yang termasuk 

dalam kategori perkembangan maju (hierarki I) yaitu 

Desa Wonosuko, Tamanan dan Desa Sukosari. 

Pola sebaran terhadap keragaan perkembangan 

kawasan perdesaan yang berbeda-beda di wilayah 

Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso 

memerlukan metode pendekatan yang ragam dalam 

mendorong perkembangan wilayah perdesaan 

berbasis potensi wilayah sebagai dasar perencanaan 

pengembangan kawaasan perdesaan berbasis pada 

potensi. Oleh karena itu harus dikembangkan 

formulasi strategi yang bersifat spesifik sesuai 

dengan keragaan kelompok perkembangan desa 

masing-masing untuk mewujudkan pertumbuhan 

yang berimbang dan saling memperkuat antar 

wilayah perdesaan  di Kecamatan Tamanan Kapaten 
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Bondowoso, juga didasarkan atas prinsip strategi 

keterkaitan (linkages) antar potensi disetiap kawasan 

perdesaan. Hal ini dapat diwujudkan dengan 

mengembangkan karakteristik fisik kawasan 

perdesaan dengan membangun berbagai infrastruktur 

publik.  

2. Wilayah Perdesaan Berbasis Potensi Agribis 

Padi Organik di Kecamatan Wonosari 

Kabupaten Bondowoso 

Hasil analisis terhadap variabel keragaan 

perkembangan perdesaan salah satunya 

menghasilkan skor setiap desa. Tujuan dari analisis 

kelompok ini adalah untuk membuat pengelompokan 

(clustering) perkembangan desa di Kecamatan 

Wonosari Kabupaten Bondowoso yang mempunyai 

basis potensi wilayah ekonomi agribis padi organik. 

Data perkembangan kawasan perdesaan di 

Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso terbagi 

menjadi 3 (tiga) kelompok yang dijelaskan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2 : Tabel Kategori Perkembangan Desa di Kecamatan Wonosari  Kabupaten Bondowoso 

No Nama Desa Kategori Perkembangan Desa 

1 Wonosari, Traktakan, Sumberkalong Kelompok  Hirarkhi ke I 

2 Kapuran, Pasarejo, Tumpeng, Lombok Kulon 

dan Lombok Wetan 

Kelompok Hirarkhi ke II 

3 Tangsil Wetan, Jumpong, Pelalangan dan 

Bendoarum 

Kelompok Hirarkhi ke III 

Hasil dari analisis skalogram terharap perkembangan 

perdesaan yang berbasis potensi agribis padi organik 

di Kecamatan Wonosari di Kabupaten Bondowoso, 

yaitu (Tabel 2) : 

1. Hierarki I, merupakan wilayah peredesaan dengan 

tingkat perkembangan maju. Wilayah ini 

dicirikan oleh indeks perkembangan desa paling 

tinggi dan ditentukan oleh jumlah ketersediaan 

sarana dan prasarana yang cukup memadai, 

terutama sarana pendidikan (sekolah TK, SD, 

SLTP, SLTA), sarana dan tenaga kesehatan 

(jumlah puskesmas, puskemas pembantu, apotik, 

tenaga kesehatan yang menetap di desa dan 

sebagainya), sarana komunikasi, sarana 

perekonomian (industri kecil/makro, pasar 

permanen, minimarket, koperasi dan lainnya), 

kualitas pemukiman (invers pemukiman kumuh), 

jarak dari masing-masing wilayah terhadap pusat 

pelayanan relatif dekat sehingga untuk mengakses 

kepusat pelayanan tersebut menjadi lebih mudah, 

serta tingkat kesejahteraan masyarakat setiap 

desa. Kelompok kategori yang masuk dalam 

hierarkhi I dapat dilihat pada Tabel 2.  

2. Hierarki II, termasuk Wilayah dengan tingkat 

perkernbangan sedang. Pada hierarkhi II 

ditunjukkan oleh tingkat sarana dan prasarana 

yang tersedia di wilayah tersebut lebih sedikit 

dari hierarki I dan jarak dari masing-masing 

wilayah terhadap pusat-pusat pelayanan agak 

lebih jauh dari hierarki I. Kelompok kategori 

yang masuk dalam hierarkhi II dapat dilihat pada 

Tabel 2.  

3. Hierarki III, termasuk Wilayah dengan tingkat 

perkembangan rendah. Pada hieraki III 

ditunjukkan oleh tingkat sarana dan prasarana 

yang tersedia di wilayah tersebut relatif sangat 

kurang dan jarak dari masing-masing desa 

terhadap pusat-pusat pelayanan relatif jauh 

sehingga untuk mengakses ke pusat-pusat 

pelayanan relatif lebih sulit dibanding dengan 

desa-desa yang ada pada hierarki I dan II. 

Kelompok kategori yang masuk dalam hierarkhi 

II dapat dilihat pada tabel 5.3.  

Pola pendekatan kebijakan yang bersifat spesifik 

merupakan strategi yang dapat mendorong 

terwujudnya perencanaan pembangunan perdesaaan 

yang berbasis pada potensi wilayah dengan 

memperhatikan faktor derajat kelompok 

perkembangan perdesaan. Pada tabel dibawah 

menjelaskan  karakteristrik masing-masing derajat 

keragaaan perkembangan wilayah perdesaan di 

Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso serta 

arah pengembangan strategis dan terpadu terhadap 

perdesaan yang berbasis pada potensi wilayah. 

3. Wilayah Perdesaan Berbasis Potensi Agribis 

Kopi Rakyat di Kecamatan Sumberwringin 

Kabupaten Bondowoso 

Hasil analisis terhadap variabel keragaan 

perkembangan perdesaan salah satunya 

menghasilkan skor setiap desa. Tujuan dari analisis 

kelompok ini adalah untuk membuat pengelompokan 

(clustering) perkembangan desa di Kecamatan 

Sumberwringin Kabupaten Bondowoso yang 

mempunyai basis potensi wilayah ekonomi agribis 

kopi rakyat. Data perkembangan kawasan perdesaan 

di Kecamatan Sumberwringin Kabupaten 

Bondowoso terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang 

dijelaskan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Tabel Kategori Perkembangan Desa di Kecamatan Sumberwringin  Kabupaten Bondowoso 

No Nama Desa Kategori Perkembangan Desa 

1 Sumbergading Kelompok  Hirarkhi ke I 

2 Sukorejo, Sukosarikidul Kelompok Hirarkhi ke II 

3 Tegaljati, Rejoagung Kelompok Hirarkhi ke III 

 

Berdasarkan peta penyebaran perkembangan 

kawasan perdesaan di Kecamatan Sumberwringin 

terlihat adanya pola penyebaran. Oleh karena itu 

harus dikembangkan formulasi strategi yang bersifat 

spesifik sesuai dengan keragaan kelompok 

perkembangan desa masing-masing untuk 

mewujudkan pertumbuhan yang berimbang dan 

saling memperkuat antar wilayah perdesaan  di 

Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso 

(Tabel 3). 

4. Wilayah Perdesaan Berbasis Potensi 

Agroindustri Tape dan Ikan Air Tawar di 

Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso 

Hasil analisis terhadap variabel keragaan 

perkembangan perdesaan salah satunya 

menghasilkan skor setiap desa. Tujuan dari analisis 

kelompok ini adalah untuk membuat pengelompokan 

(clustering) perkembangan desa di Kecamatan 

Binakal Kabupaten Bondowoso yang mempunyai 

basis potensi wilayah agroindustri tape dan ikan air 

tawar. Data perkembangan kawasan perdesaan  di 

Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso terbagi 

menjadi 3 (tiga) kelompok yang dijelaskan pada 

Tabel 4. 

Pada Tabel 4, hasil dari analisis skalogram terharap 

perkembangan perdesaan yang berbasis potensi 

ekonomi kreatif Batik Tamanan di Kecamatan 

Tamanan di Kabupaten Bondowoso, yaitu : 

 

Tabel 4. Tabel Kategori Perkembangan Desa di Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso 

No Nama Desa Kategori Perkembangan Desa 

1 Sumbertengah dan Bendelan Kelompok  Hirarkhi ke I 

2 Jeruk Soksok, Binakal, Baratan Kelompok Hirarkhi ke II 

3 Gadingsari, Sumber Waru, Kembangan Kelompok Hirarkhi ke III 

 

1. Hierarki II, termasuk Wilayah dengan tingkat 

perkernbangan sedang. Pada hierarkhi II 

ditunjukkan oleh tingkat sarana dan prasarana 

yang tersedia di wilayah tersebut lebih sedikit 

dari hierarki I dan jarak dari masing-masing 

wilayah terhadap pusat-pusat pelayanan agak 

lebih jauh dari hierarki I. Kelompok kategori 

yang masuk dalam hierarkhi II dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

2. Hierarki III, termasuk desa dengan tingkat 

perkembangan rendah. Pada hieraki III 

ditunjukkan oleh tingkat sarana dan prasarana di 

wilayah tersebut relatif sangat kurang dan jarak 

dari masing-masing desa terhadap pusat-pusat 

pelayanan relatif jauh sehingga untuk mengakses 

ke pusat pelayanan relatif lebih sulit dibanding 

dengan desa-desa yang ada pada hierarki I dan II. 

Kelompok kategori yang masuk dalam hierarkhi 

II dapat dilihat pada Tabel 4. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dalam kajian ini dapat 

disimpulkan  diantaranya, yaitu :  

1. Kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten 

Bondowoso mempunyai beberapa klasifikasi 

perkembangan desa yang menunjukan terdapat 

adanya kegiatan pembangunan yang belum 

merata di wilayah perdesaan, yaitu : 

a. Keragaan relatif tingkat perkembangan desa 

di Kecamatan Tamanan dengan potensi 

ekonomi kreatif menghasilkan tiga hierarki, 

yaitu (1). Kelompok Hierarki I terdiri dari 

(Desa Tamanan, Desa Sukosari dan Desa 

Wonosuko), (2). Kelompok Hierarki II terdiri 

dari (Desa Karangmelok, Desa Kemirian, dan 

Desa Sumberkemuning) dan (3). Kelompok 

Hierarki III terdiri dari (Desa Mengen, Desa 

Sumberanom dan Desa Wonosuko).  

b. Keragaan relatif tingkat perkembangan desa 

di Kecamatan Wonosari dengan potensi 

agribis padi organik menghasilkan tiga 

hierarki, yaitu (1). Kelompok Hierarki I 

terdiri dari (Desa Wonosari, Desa Traktakan 

dan Desa Sumberkalong), (2). Kelompok 

Hierarki II terdiri dari (Desa Kapuran, Desa 

Pasarejo, Desa Tumeng, Desa Lombok 
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Kulon dan Desa Lombok Wetan) dan (3). 

Kelompok Hierarki III terdiri dari (Desa 

Tangsil Wetan, Desa Jumpong, Desa 

Pelalangan dan Desa Bendoarum).  

c. Keragaan relatif tingkat perkembangan desa 

di Kecamatan Sumberwringin dengan potensi 

agribis kopi rakyat menghasilkan tiga 

hierarki, yaitu (1). Kelompok Hierarki I 

terdiri dari (Desa Sumbergading), (2). 

Kelompok Hierarki II terdiri dari (Desa 

Sukorejo dan Desa Sukosarikidul) dan (3). 

Kelompok Hierarki III terdiri dari (Desa 

Tegaljati dan Desa Rejoagung).  

d. Keragaan relatif tingkat perkembangan desa 

di Kecamatan Binakal dengan potensi 

agroindustri tape dan ikan air tawar 

menghasilkan tiga hierarki, yaitu (1). 

Kelompok Hierarki I terdiri dari (Desa 

Sumbertengah dan Desa Bendelan), (2). 

Kelompok Hierarki II terdiri dari (Desa Jeruk 

Soksok, Desa Binakal dan Desa Baratan) dan 

(3). Kelompok Hierarki III terdiri dari (Desa 

Gadingsari, Desa Sumber Waru Desa 

Kembangan). 

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi yang 

dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso terhadap pengembangan kawasan 

perdesaan dengan basis potensi wilayah, diantaranya 

sebagai berikut :  

1. Mendorong terwujudnya political will yang 

kongkret, yaitu dengan mengatur kebijakan 

tentang perkembangan kawasan perdesaan 

berdasarkan potensi setiap wilayah karena 

memang masing-masing desa tentu memerlukan 

penanganan yang berbeda.  

2. Merealisasikan instrumen yang dapat 

membangun keterkaitan antar komunitas 

masyarakat perdesaan, institusi dan partisipasi 

aktif semua stakeholder dalam mendorong 

perkembangan potensi setiap desa. Selain 

instrumen juga meningkatkan penyebaran 

berbagai macam infrastruktur desa baik itu 

infrastruktur ekonomi lokal, pendidikan, 

kesehatan, transportasi dan komunikasi agar 

akses masyarakat pada pusat pelayanan publik 

menjadi lebih lancar 

3. Mendorong terwujudnya daya dukung dan 

partisipasi aktif dari para pihak yang terkait 

dengan perkembangan kawasan perdesaan di 

Kabupaten Bondowowos, diantaranya yaitu : 

(a). Melaksanakan pelatihan kepada masyarakat 

(b). Memberikan bantuan modal berupa 

pinjaman lunak kepada masyarakat yang akan 

membangun dan mengembangkan usaha rumah 

tangga, (c). Memberikan kesempatan yang luas 

kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses produksi.  
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